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ABSTRAK

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pen
danaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah
Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali
potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka peningkatkan pendapatan asli
daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi pasar yang
dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun retribusi
pasar dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari
penerimaan retribusi pasar belum mencapai target. dalam hal menyikapi
pengelolaan retribusi pasar perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur
pemerintah maupun wajib retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan
retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? dan bagaimana
menurut pandangan ekonomi Islam tentang pengelolaan retribusi pasar dalam
meningkatkan pendapatan asli ‘daerah?.-Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana pengelolaan.pemufigutan retriblsi pasar yang dilakukan oleh Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung: Dan bagaimana pengelolaan retribusi pasar
guna meningkatkan'pendapatan asli daerah dalam perspt_é_'_lgtif]ekonomi Islam.

P 0 ini menggunakan jenis_penelitian lapan ield Research),
penelitian ersifat deskrip[ﬁn!i WPeneglitian 4nr unakan metode
penelitian itatif. ‘Pengum data” yang digumakan dengan metode
observasi, wawa n dokumentasi. Se;ejaf\r:d’é pul penulis mengolah
data dengan reduksi %n /déta' enarikan kesimpulan. Untuk
menganalisa data penulis m afl ar engan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan
tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam
pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang
diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif
ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam
yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah tehadap pedagang sebagai wajib

retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap
pedagang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah
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Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi
dan Dia meninggikan sebahagian kamu dan sebahagian (yang lain) beberapa
derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. A
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu
akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi
pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan
adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul
skripsi ini  yaitu “PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Dinas Perdagangan Kota
Bandar Lampung)” Untuk it perlu dluralkan penger’uan dari istilah-istilah

[ rw_ |
judul tsebagal berlk oy

ut: 4
nod
1. Peng n bérésal dar (to manage)
pada proses menWa?gﬂn/g\Wntuk mencapai tujuan.t

2. Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan,

lasanya merujuk

pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat
pedagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.?

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah,

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

! Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15
2 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 73



menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
atas desentralisasi.’

4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk
memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.*

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini
menjelaskan tentang pengelolaan atau manajemen retribusi pasar di Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pendapatan
asli daerah sehingga dengan pengelolaan yang dijalankan dengan optimal akan

menjadikan retrlbu5| pasar- menjadl aset yang nyata dalam meningkatkan

pendapatan asli dearah

menetapkan judul ini

1. Alasan Objektif

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Bandar Lampung adalah
Retribusi Pasar, sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai retribusi daerah yang
merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota

Bandar Lampung dan juga penerimaan bagi pemerintah daerah yang

¥ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 51
* P3EI, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 17



nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri,
oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi daerah
yang ada di daerah tersebut.

Pasar merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus setiap
harinya, mengingat jumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yaitu
31 Pasar, menjadikan retribusi pasar berpotensial dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah. Retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selalu
meningkat setiap tahunnya tetapi tidak pernah mencapai target.

Retribusi pasar memiliki kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah untuk
menunjang pembangunan- daerah. Ser_r__lakin p_aik dan optimal pengelolaan
atau manaj-emen' pém'UhéUtéﬁ:-'retr]b.l.jsi"ba"sar yang diterapkan maka retribusi

|, |
"t dl Jadlkan aset ata dan iebagal sumber p tan asli daerah.

bahwa penge tan retrlbu3|

Y

meningkatnya PWR _

pengelolaan pemungutan retribusi pasar menurut perspektif Ekonomi Islam.

berkaitan dengan

liti tertarik untuk mengetahui

. Alasan Subjektif

Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan keilmuan penulis
pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta tersedianya literatur-literatur yang
terdapat diperpustakaan yang dapat menunjang dalam pelaksanaan
penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan
skripsi ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai
mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam.



C. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah
dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola
hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi
daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat
dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka
peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah
yang dlpungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang- und gan Pendapatan asll daerah met‘upakan semua penerimaan

pajak daerah,
yang dipisahkan dan
lain-lain.’

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu
Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.” Seperti dijelaskan dalam Kitab

Suci Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

% Marihot Palaha Siahaan, Pajak Daerah Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), h. 14

® Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan
Daerah, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101

’ Ahmad Yani, 2002, Loc.Cit., h. 55.
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Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka
dalam keadaan tunduk

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah
menurut para ulama adalah untuk kemashlahatan umat, karena dana pemerintah
tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika
pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan
mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban

Daeraw Kabupaten/Kota dlberl peluang dalarﬁ menggall potensi sumber-

gannya dengﬂi Nn Jenls r I‘Ibﬁ ain yang telah

a g-.._.q.memenuhl krlterla dan dengan aspirasi

masyarakat.’ Untuk‘ﬂ\@ g@noml daerah yang optimal,

maka diperlukan dana yang cukup. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan

Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk
peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu
adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan

efisien dalam  mendukung sumber pembiayaan  daerah  dalam

® Depatermen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Sygma Examedia
Arkanleema, 2007), h. 191
® Ahmad Yani, Op.Cit., h. 55



menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan perekonomian
serata kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:
A3 Gee DT YA e 08 Ll 4605 G T sl S

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha
Perkasa atas segala sesuatu.” 10

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan
yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk
memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti
dari kewenangan tersebut adalah-tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen
pembangun/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini.** Maka dengan begitu
khalifah atau pemerlntah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa

yang telah AIIahSWT berlkan d| muka bumi ini guna kebentl an Pemerintah

\ uatu wnvl Aertanggung jaw an semua yang
m - ,;(
Retribusi daerah memifiki sumbafgan yang terbesar terhadap pendapatan

asli daerah setelah Pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan

ada.

suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh
daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin
banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat,
demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan

19 sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 275
11 Mustafa Edwin Nasution dkk. Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana,
2007), h. 123



salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau
lebih sering dikenal dengan retribusi pasar.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, pemerintah telah
melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi
daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011.

Adapun tata cara pemungutan retribusi seperti yang telah diatur dalam
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelaya__nan Pa§ar yaitu:*?

1) Pemungutan R’étribu'si__t'i-dak--'-d_apat'di'b(l)r"ongkar"'i.
[ _:I- e v '|

=t}

ibusi gunakan Surat pan Retribusi
Dae RD)ata Ang dlpe'rsama

mh_wa\/mﬂﬁam dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

3) Dokumen lain

Dalam pelaksanaan pemugutan retribusi pasar juga terdapat sanksi
administrasi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar
Lampung Nomor 101 Tahun 2011 bahwa Wajib Retribusi tidak membayar
tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi

12 peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar



yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)."

Tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di setiap pasar di Kota
Bandar Lampung berdasarkan hasil wawacara dengan Kepala Bina Pasar Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung Bapak Edwar bahwa “Dinas Perdagangan
mengeluarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain
yang dipersamakan, untuk pelaksanaan retribusi pasar, dari masing-masing
pasar telah ditunjuk 1 kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT pasar yang
bertugas mengelola pasar dan-dimasing-masing pasar memiliki 3-5 petugas
pemungut retribusi ~atau kolektor Pertama yaltu pihak UPT melakukan
pengoperan karC|s ke dlnas perdagangan IaIu karC|s didistribusikan kepetugas

| ,I
'rlbu3| pasar yan selanj dlgunakan unt'

gihan retribusi

dagang, IaIu ngut retrlbu'

pemungutan retrlbuww\/ /PM kepala UPT masing-masing

pasar menyetorkan ke Dinas Perdagangan”.'* Pengawasan langsung dalam

enyetorkan hasil

pemungutan retribusi juga turut dilakukan oleh kepala UPT pasar yaitu dengan
pengecekan hasil penerimaan retribusi pasar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi pasar. Dengan demikian
perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun
masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan

pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat

13 H
Ibid.
“Bapak Edwar, Wawancara Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar
Lampung, 19 Mei 2018, Pukul 10.15 WIB.



memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Sebagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari fungsi
manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utama manajemen,
yang manajemen dikenal sebagai POAC, vyaitu planning (perencanaan),
organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pelaksanaan), dan
controlling (pengawasan).”® Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni
agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. maka perlu
ditunjang dengan manajemen adtau pengelolaan secara optimal, karena
manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW sahabat Khulafa’ al-Rasyidun,

dinasti Umayah dan AbbaS|yah telah menjalankan ‘fungsi-fungsi manajemen
| I

dlsebutkan su para sahabat
: engh ‘;51 : pada pemikiran

ws}i\rqu@ Al-Qur’an dan petunjuk
&

Rasulullah dalam hadis.®

menggunakan

manajemen Islam

Sumber penerimaan Kota Bandar Lampung yang lebih memungkinkan
untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar
memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah karena pasar
merupakan kegiatan yang berkelanjutan terus-menerus setiap harinya. Di Kota
Bandar Lampung terdapat 31 pasar tradisional yang dikelola Pemerintah dan

31 pasar tradisional tersebut mempunyai peran penting dalam penerimaan

> Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 96

16 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan
Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19
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daerah dari retribusi pasar diantaranya yaitu: Pasar Bawah, Pasar Tugu, Pasar
Way Halim, Pasar Baru/Smep, Pasar Pasir Gintung, Pasar Tamin, Pasar
Gudang Lelang, Pasar Cimeng, Pasar Ambon, Pasar Kangkung, Pasar Panjang,
Pasar Tani, Pasar Terminal Kemiling, Pasar Bambu Kuning, Pasar Waykandis,
Pasar Rajabasa, Pasar Korpri, Pasar Untung, Pasar Koga, Pasar Perum Batara
Unila, Pasar Tempel Way Halim, Pasar Labuhan Dalam, Pasar Tempel
Imanuel, Pasar Tempel Gotong Royong, Pasar Tempel Besi Tua, Pasar Tempel
Terminal Rajabasa, Pasar Tempel Way Dadi, Pasar Tempel Way Kandis, Pasar
Tempel Pulau Damar, Pasar Tempel Stasiun, dan Pasar Tempel Cahaya.
Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu

jenis retribusi yang memlllkl poten5| cukup tmggl untuk ditingkatkan

iy |

"_a Namun dala ken atagnnya, kontrlbusl
Pasar di Bahé‘ar Lamk akan mésm b

dilihat dari data re‘a% a?@gasar pada tahun 2013-2017

yaitu sebagai berikut:

peneri maan Retribusi

maksimal, dapat

Tabel 1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung
Tahun 2013-2017

NO TAHUN TARGET REALISASI %
1 2013 Rp 2.500.000.000 Rp 1.620.700.000 64,83%
2 2014 Rp 2.000.000.000 Rp 1.732.852.000 86,64%
3 2015 Rp 2.500.000.000 Rp 1.779.964.000 71,20%
4 2016 Rp 2.500.000.000 Rp 1.884.845.000 75,39%
5 2017 Rp 2.500.000.000 Rp 1.783.527.000 71,34%

Sumber: Dokumenasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah
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Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar
dari Tahun 2013-2017 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar
Lampung, menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi pasar meskipun tiap
tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target. data di atas
merupakan target dan realisasi retribusi pasar dari 10 pasar di Bandar Lampung
yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan
tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan
begitu besarnya potensi pasar-dalam. meningkatkan pendapatan asli daerah.
Namun karena belum dike_l_ola secara optimal baik dari perhitungan potensi

yang dimiliki, pelakéa'naén pemungutan serta _pengawasan terhadap
| I

retrlbu3| pasar ity sendiri, maka pendapatan
diperole ang Sewal der#a dltetapkan
Yang menjadw. alah Mlam retribusi pasar ini yaitu,

masih banyak kendala dalam kegitan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga

nerimaan yang

dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap
peningkatan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah
disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah antara
lain adalah dari sektor retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya suatu
komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai
wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen Retribusi
pelayanan pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
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Dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik,
karena manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama
(organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama.’

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang diberi judul PENGELOLAAN RETRIBUSI
PASAR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota

Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadl serta dalam alasan

pemilihan Juuul maka dlrumuskan permasalahan sebagal \berikut :

asli dae

2. Bagaimana parmm" omi Mg pengelolaan retribusi pasar

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli

daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

" Hani T. Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 32
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b. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan

pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis
terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut:
a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan
penulis terutama mengenai pengelolaan retribusi pasar guna
meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi bagi Pemerintah

analisis yang sejenis
gkaji dan menganalisis tentang
pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik yang

diberikan pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan
1. Jurnal Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Analisis Efisiensi dan
Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah
Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa
tingkat efektivitas dari tahun 2002 — 2006 menunjukkan keadaan yang

fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002 — 2006,
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didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitsas pemungutan retribusi
pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat
efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah
sangat efektif.'®
Persamaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai retribusi
pasar, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan
tingkat efesiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di
pemerintah daerah.
2. Skripsi  Rizki Samarotin ‘“‘Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk
Menlngkatkan Pelayanan Publlk Perspektlf Ekonomi Islam (Studi
Kasusy, Pada Pasar Segamas Purbahngga,) Hasil penelitian

I i | ]
nJukkan bahwa gengel laan retrlbu5| pasar

Pasar Segamas
y 4
a E nom| Isl'am

m’ehe\‘a.pkan ini dapat dilihat

dalam pelakmk /j@tan ataupun pendistribusian

hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek

keadilan. Adapun dalam peningkatan pelayannnya, pasar menggunakan
dana anggaran tahunan yang diajukan dari pengelola pasar kepada
pemerintah daerah.™

Persamaannya sama-sama membahas tentang retribusi pasar,

sedangkan perbedaannya skripsi ini memfokuskan pengelolaan retribusi

'8 Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Asnalisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan
Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”Jurnal Infestasi, Vol. 3 N0.2, 2007.

9 Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”, Skripsi, IAIN
Purwokerto, 2015.
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pasar dalam meningkatkan pelayanan publik yang dirasakan langsung
oleh pedagang dan pengunjung Pasar Segamas.

3. Skripsi Noviati Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi
Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan
besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh
pendapatan yang Ialn Sedangkan secara par5|al besarnya pengaruh

Retribusi Pasar terhadap Pendapatan AsI| Daerah Kabupaten Sidoarjo
| ,'

ar 82 7% sedan an 17 3% dljelaskan patan lain dan
etribUsn Pel

Pendapatan -\_h\Kab Jpate

rjo sebesar 64,4% sedangkan
35,6% dijelaskan oleh pendapatan yang lain.?°
Persamaan penelitian ini sama-sama membahas retribusi pasar,
sedangkan perbedaannya penelitian ini juga membahas retribusi
pelayanan persampahan/kebersihan dan memfokuskan penelitiannya di
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
4. Skripsi Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan
di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan

Kecamatan Tamalanrea”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

2 Noviati Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan

Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2010.



16

manajemen retribusi persampahan di Kota Makassar dilihat pada
perencanaan pihak Dinas tidak memiliki dasar penentuan target yang
valid, dari segi pendataan retribusi pihak Dinas tidak melakukan
pendataan langsung kelapangan, dan dari segi sosialisasi pihak Dinas
belum melakukan sosialisasi yang merata sehingga banyak warga yang
belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi sampah.
Pengorganisasian jumlah kolektor yang bertugas untuk memungut
retribusi masih kurang dimana untuk 14 Kecamatan hanya 26 yang
bertugas. Pelaksanaan pihak Dinas belum pernah melakukan pemberian
reward kepada kolektor yang melakukan penagihan retribusi. Adanya

kolektor yang melakukan pelanggaran tentang besaran tarif di lapangan

[ ]
anya menaglh dlllalan porgs saja. Dan_d_ar segigPengawasan yang
kan okh plha lgh%alk namun per ingkatkan lagi.**
Persamw e

retribusi yang dilakukan agar meningkatkan pendapatan asli daerah.

emfokuskan ke manajaemen

Perbedaan penelitian ini yaitu pada jenis retribusi, yaitu antara retribusi

persampahan dan retribusi pasar.

2! Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar:
Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea”, Skripsi, Universitas
Hasanuddin, 2015.
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G. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Kerangka Berfikir

Islam
Al-Quran & Hadist

U

Manajemen
Pemungutan Retribusi
Pasar

Perencanaan ~

Pengorganisasian ;
99ry Guna Meningkatkan

A | 1 >’ Pendapatan Asli
i\ Pelaksanaan |

Daerah

e ‘ Pengawasan

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat Khulafa’ al-

Rasyidun, dinasti Umayah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi
manajemen sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah
menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada
pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash al-Qur’an dan

petunjuk Rasulullah dalam hadis.?®

22 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Op.Cit., h. 19
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Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang salah
satunya dikemukakan oleh George R.Terry, vyaitu perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaaan, dan pengawasan, yang memberikan
gambaran kepada penulis untuk membuat kerangka pikir yang berkaitan
dengan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

H. Metode Penelitian
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodolagi ialah suatu
pengkajlan dalam mempelajarl peraturan peraturan suatu metode. Jadi

metodolpg | _penelltlan

|alah suatu pengkéjlan |dalam mempelajari

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field

research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian dengan
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi
saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.?*

Mengingat penelitian ini turun lapangan maka dalam mengumpulkan

data-data mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan

2% Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), h. 41
24 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian,
(‘Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 21
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permasalahan tersebut, yaitu Dinas Perdagangan Kota Bandar

Lampung.

2. Sifat penelitian
Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis
data ber5|fat mduktlf/kualltatlf dan hasn penelltlan kuantitatif lebih
meneﬂ(ankan makna dari pada generahsa5| 7 Bentuk penelitian ini yang

-‘dlgunakan ﬂtl ﬁna untu_k‘""'

penge n | pasar Ingkatkan pendapatan

ui

bagaimana

asli daerah ditinja
3. Sumber data
Untuk menjawab masalah di dalam penelitian ini maka peneliti
menggunakan data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata
yang diucapkan secar lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek

2% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2014) h. 9
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penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang
diteliti.?® Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal
dari wawancara dari informan yang berkaitan dengan pengelolaan
retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota

Bandar Lampung.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan
oleh organisasi yang bukan pengelolanya.”’ Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh peneliti dari kantor Dinas Perdagangan Kota
Bandar I___-a'mpyr_lg';'_ b\uku-b_uku;_fj-utn_al,--"\arllltikel, data monografi Dinas

A

Pe[?déﬁ_aligah yang mempunyai réle"\ians_i- _fdepgan permasalahan yang

3 "

Dalam usaha mengh‘.\in;.pun data dilokasi penelitian, penulis
menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dlakukan
cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang
diselidiki.?® Dengan adanya metode ini maka akan mendapatkan data
secara riil berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang telah

dilakukan. Dalam observasi penelitian ini melakukan penelitian

26 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),
h. 44

2" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173

%8 Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, Op.Cit., h. 70
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langsung pada objek yang akan di teliti yaitu pada Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung.

b. Metode Interview (wawancara) merupakan proses tanya-jawab
dalam peneliti yang berlangsung serta lisan dalam mana dua orang
atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-
informasi atau keterangan-keterangan.?® Tipe yang digunakan adalah
tipe wawancara bebas dengan menggunakan pertanyaan yang telah
dibuat sebelumnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang
akurat. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Bina
Pasar di Dinas E_erdagangan __I__(ota Bgndar Lampung, UPT Pasar,

Petugas pemUngut retribusi pasar 8ah petlagang pasar.
= 1 | v 4 o | F--—""’" 1

[ |

";daég Dokumentasi merupakan _.datél_ l lui data yang
ediﬁ’fiy?a:jzgg bi !a dati balai tuk surat, catatan

Sap

harian, cengdeigtm ylaposa ,ar

file di surve dan flashdisk serta data yang tersimpan di website.

foto dan dapat juga berbentuk
30
Dokumentasi dalam Penelitian ini yaitu dokumen mengenai
gambaran umum lokasi penelitian, target dan realisasi retribusi
pasar, foto yang berkaitan dengan keberlangsungan penelitian

mengenai pengelolaan retribusi pasar.

* 1bid., h. 83
% juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141
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5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematif data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.*

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saatb
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan
analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti
akan melanjut'.kan' beriényéén-llaéf,'éérhpaif tz;'hap tertentu, diperoleh data

| =
nggap kredlb "

: r’ﬁ !a‘AKumpul “Mmak
penulis mengW@Sﬁbu/j\w dapat ditarik kesimpulan.

Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif

gkah selanjutnya

yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum. Peristiwa-peristiwa konkrit,
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.*

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan
pendekatan kepada variabel yang teliti sesuai dengan kondisi yang diteliti

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.® Yaitu dengan cara memaparkan

%1 sugiyono, Op.Cit., h. 2

%2 Sutrino Hadi, metode Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 42

%% Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: mandar Maju, 1996),
h. 32
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informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Dinas Perdagangan
yang berkaitan dengan pengelolaan pemungutan retribusi pasar dengan
pendapatan asli daerah.
Dalam proses analisis data ada beberapa pokok yang harus
dilakukan terlebih dahulu yaitu:
a. Reduksi Data
Merduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang Iebih jelas dan rr;_empermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data -
[ =

Data yang ﬁeroleh erupakan data

disajikan dengan merhilih data yang relevan, kemudian menitik

beratkan pada data yang paling relevan, selanjutnya mengarah pada
pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab
permasalahan penelitian.
b. Penyajian Data
Dalam penelitian kulitatif penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk tabel, uraian singkat, bagan, hubungan anatar kategori,

flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

% Sugiono, Op,Cit, 2014, h. 247
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah difahami.®

c. Penarik kesimpulan dan Verifikasi
Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel, seperti yang telah
dikemukakan bahwa masalah daalam penelitian kualitatif masih

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di

% Ibid., h. 249
% Ibid., h. 252
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BAB |1

LANDASAN TEORI

A.Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dalam Islam
1. Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen
secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan
biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk
T 37
mencapai tujuan.

Dalam Al- Qur an,| |stilah manalemen meru;uk pada kata yudabbiru,

yang bedartl mengatur mengefola mérekayas :'ellaksanakan, mengurus

ata yudabbiru,

manajemen, yaitu Ira -L.-'.mé ayat yang memuat kata

yudabbiru terdapat dalam Al-Qur’an surat Yunus Ayat 3:

swos da, s R _an® gk 11a PR Fo Fo & @
).m.:gijﬂ\écc; \(‘J("L"WL;UAJY\JUM\OBLS“N\(‘S{)CJL

@

v ] Y u}’)SJSM\EjﬁETA " & (-,Sh%m\m ) C“a““ "l:aéd‘i\ﬂ

[ ¥

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan
langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas
'‘Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan
memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian

%" Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,(Yogyakarta:
Graha llmu, 2014), h. 22

% Ahmad Asrof, Terapan Teori Tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur’an,
(Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2015), h. 31
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itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak
mengambil pelajaran?”.

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika
dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang
rapi, akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan secara
individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik. Organisasi apa

pun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.*®

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik.
Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Jika
setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan

niali tauhld maka dlharapkan perllakunya akan terkendali karena
p

Firman Allah S@ S /4

[A-V 350 ] A 853 15755 e Jads e V 05 138 358 Qe Jai

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat
(balasan)nya pula.”

Mengelola berasal dari kata “mengelola” yang dapat diartikan dalam

bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang

¥ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4
“* Ibid., h, 5
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lebih dikenal dengan istilah manajemen.** Pengelolaan sama dengan
prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen Yyaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta
pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai

suatu tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum Pengelolaan
Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen memiliki dasar hukum
dalam Islam, sesuai firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan

adanya dalam surat Al-A’raf ayat 10:
. R P T R o S NS X P SIS . a3t ._\’%‘, ant.
[l ) cu)_,&.ue L mum e W e o

A tmya& = Sesungguhnya Kaml telah menepatkan k$mu sekalian dimuka
{ iI&Qaml adakanﬁnil (sumber) pen: n, Amat sedikit

skan bahia

Ayat di atas pan manusia ditandai dengan
gerak untuk selalu berubah,:\.aktlvitas ekonomi adalah gerak yang tiada
henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar
yang mana dalam hal ini akan mempengaruh kesejahteraan manusia itu
sendiri.

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusialah yang menjadi
pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk

memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT.

Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia

*1 Ahmad Yani, Op.Cit., h. 116
*2 Didin Hafidhuddin, Op.Cit, h. 4
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diberi gelar khalifah fil ardhi. Oleh karena, tidak ada alasan untuk
melarikan diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau
organisasi di bidang bisnis dan politik.*

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis di atas secara tidak
langsung berarti menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan
segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu
secara sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara
maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar,
teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat
ini. Intinya, seorang muslim _j__ika m_engerjakan sesuatu, harus

mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis.
i | 5 Vv 4 Y r—""" R
[ A _ [ |

aan dalam ista

p’éeaelol
a. Perencanaan ~

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah
pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan
pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu,
perencanaan merupakan sebuah keniscahyaan, sebuah keharusan

disamping sebagai sebuah kebutuhan.**

*3Sofyan S Harahap, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Empat,
2011), h. 104
* Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Op.Cit., h. 77
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Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan
yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Perhatikan firman

Allah dalam Al-Qur’an surat Shaad ayat 27:
gy 5 . e . L Te R LEae MRV
ol O T30 coall G atlh Sl i Ly (T oLl R ey
[YV:iia] YV AT Gafg&

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang
ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan
orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka
akan masuk neraka.”

Makna batil pada ‘ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan

perencanaaan Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan

kegunqan Allah Segala sesuatu telah drrencanakan,|t|dak ada sesuatu pun

_.'—— r

. Rencana

ditentukan sebelumnya.

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang betul-betul memahami
tugas organisasi.

3. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami
teknik perencanaan.

4. Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian yang teliti.

5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran.

6. Rencaana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan.

** Ibid.
*® Ahmad Yani, Op.Cit., h. 114-115
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7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
9. Rencana harus bersifat praktis.
10. Rencana harus bersifat forecasting (perkitraan masa depan.
b. Pengorganisasian
Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk
melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini

dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4

wlas s

[i ;&J_:AJ\] ¢ Qa;m}umayﬁhmmguj&wﬂ\ux&\u\
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam parisan ‘yang, terafurseakan-akan mereka seperti suatu
bangu/fcm yqng tersusun kokeh.” 4 - &

"agun utapan Alj bi Jbalib yang san“ga al yaitu:

Artinya: a eber
bisa dikalahkan oleh keatzlan yang lebih teroganisir dengan rapi.”

Berdasarkan perkataan Ali di atas, dapat disimpulkan bahwa
pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan
suatu kebenaran yang tidak terorganisir.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah,
melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan

dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan
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mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu ada pimpinan dan
bawahan.*’
. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah
ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana
siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan
asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada
untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target
yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan
pendapatan asli daerah tersebut.48 AIIah_I\_SWT berfirman dalam Al-

Qur’an, Surat At Taubah ayat 105

-a,___b

: g_é' uﬁ}wl Iydﬂ ‘Uyw} eﬁ& &

Artinya: /1
Nya serta orang orang mukmin akKan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan.”

. Pengawasan
Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan

yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

*" Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Op.Cit., h. 100
*® Rahardjo Adisasmita, Op.Cit., h. 115
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Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak
terbagi menjadi dua hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari
tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa
Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati.
Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia

yakin Allah yang ketiga.*®
5 V) AE 3A5 e 68 W G T B Ly sl 8 L Al il G 5
W Gl 2eaa 5h Y1) DRI V3 @8 G 3 Y5 2l b V) 423l Y5 2eal)

Fo g T | o & ,}w/,,,’%‘:)‘/
[V Aol ] ¥ gide o0t Ol &) Al 253 Tkt Loy o 20158

Artiny@i:. -_‘_‘Eidakk'ah. kamﬂ."/'].)erhafikah', j. baihwalsesun guhnya Allah
ahui apa yang gda di lapgit dan di bumiZghigda pembicaraan

antara tiga kan/Dialah k nya. Dan tiada
icaraamantara g, melaipkan Di keenamnya. Dan
bicaraan antara jumiati'y. ng dari itu atau lebih
banyak, melai erad /ﬂ\ mereka di manapun mereka
berada. Kemudian Dfe mé/ ahukan kepada mereka pada hari
kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.”

Ini adalah kontrol yang paling efektif yang berasal dari dalam diri
sendiri. Ada sebuah hadits yang menyatakan,

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem
pengawasan tersebut juga dilakuakan dari luar diri sendiri. Sistem
pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin

yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,

*9 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Op.Cit., h. 156
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kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-
lain.*
Pengawasan yang baik dan berkualitas harus mempunyai prinsip-
prinsip sebagai berikut:
1. Pengawasan berorientasi pada tujuan
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan
umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut
peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan

dan berorlenta5| terhadap tuluan dalam pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengawasan harus menjamm daya guna dan has” guna pekerjaan.

|

ektif, teliti dan

gawaSan haru E erdasarkan atas standa} y;;f

a."

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap
perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan

kebijakan.™

4. Tujuan Pengelolaan
Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada
seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu

organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat

>0 bid.
*! Rahardjo Adisasmita, Op.Cit., h. 116
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menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna

mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua

organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di bawah ini beberapa

tujuan pengelolaan:

a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.

b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling
bertentangan

c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat
diukur dengan banyak cara yang berbeda Salah satu cara yaitu efisien

dan efektlwtas

'an\ pengelolaaa akan rcapal jlka Jan angkah dalam

secara’ te langkah-langkah

pelaksanaan pema?a\@bagai berikut:

Menentukan strategi

Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.

Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan
waktu.

Menentukan pengoperasian tugas dan rencana.

Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efesiensi.
Menentukan ukuran untuk menilai.

Mengadakan penilaian.

Mengadakan review secala berkala.

Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.*

oo

—sae oo

5. Retribusi Pasar

:z Affifiddin, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2
Ibid., h. 3
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Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan
pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan oleh pemerintah
daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi
pasar umum dan pasar hewan.**

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah disyaratkan menjelaskan
barang yang disewakan, baik itu berupa tanaman, tumbuhan atau bangunan.
Jika yang dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis
apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan
mengijinkan ditanami apa saja yang dia kehendaki ljarah baik dalam bentuk
sewa menryewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan

| e
1 yang telah disyari’atkan_dalam Islam H salanya adalah

mu

,f' #
mubahblla di a s@dengan Yang di

boleh kan Islam

Adapun mermw\{j@ dapat kita lihat dalam Al-

Qur’an surat At-Taubah ayat 29:

YJAJJMJJAM\e);LQUJAJMY}JAY\e?JM\X.JAMUU}MJJYu.\ﬂ\ \‘9333
Y4 UJ‘)M(‘;Q}.LL)Q‘\_\JQ\‘ 2 | 34 &_uﬁ‘\}.a}‘u.t.ﬂ\wd;j\u.\.ﬁu}.um

[¥a A5l ]

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan
tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan
agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-
Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

% Mahmudi, Op.Cit., h. 73
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Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh
pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai perimbangan
jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.>

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah diisyaratkan menjelaskan
barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan dan
bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus
dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang
menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-
syarat ini tidak dipenuhi maka ljarah dinyatakan Fasid (tidak sah). ljarah
baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah

itu merupakan muammalah yang telah d1syar1 atkan dalam Islam. Hukum
mubah, bila dllakukan I

A‘m flrmah Al
dalam QS An- NI’%@?%

‘J;es“ua\fumﬁu,suwwuu?su?ﬁy\\jxsuwy\wmuyu

dengan yang

Y4 :;L.uﬂ\ A\ Uq:a;’ A}_ ’LSZEU‘\’ f\;}’{iif.’ﬁ:
[ ] DN e RO )

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-ljarah baru dianggap sah apabila

telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam

transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

*® Gusfahmi, Op.Cit., h. 65
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a. Syarat bagi kedua orang yang berakad , adalah telah baligh dan berakal,
(Mazhab Syafi’i dan Hambali)

b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakanm kerelaannya
untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara
keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas,
sehingga tida terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak
jelas, maka akad itu tidak sah.

d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung
dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama figih sepakat mengatakan
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan,
dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

e. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan syara’

Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

g. Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan , seperti rumah,
mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain.

h. Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.>®

=h

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun Al-ljarah hanya
satu yaituy llab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetUJuan terhadap

| |
yewa) Akan tet iﬁ i Jumh I* Ulama mengat'

empaL Y

=

b. Sewa/imbalan

o

Manfaat

o

o

. Sighat (ijab dan gabul)®’

6. Pendapatan Asli Daerah
Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan
kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah

bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan

6 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003) h. 235
*" H. Nasrun Haroen, Figih Muammalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231
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Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya
kepentingan sosial.>®

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah
merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan
yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang
kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.*

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk
melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap
masyarakat agar dapat terus merasa _sejahte[a. Terkait pembiayaan sektor

publik orl-e_hﬁNégara,' 'adépUr}'- sufber-sumber ﬁendgpatan Negara di zaman
[ = | v y o I = |

| |

ah SAW, sebagai berii“t:
AL/ 4
Zakat aw \ arl harta yang wajib dikeluarkan

kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai

kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada
periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar
pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah
masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan
kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah,

pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan

%8 Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta :
Kencana, 2012), h. 190
** Ibid., h. 191
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menugaskan amil atau petugas pemungut.®® Seperti yang telah

dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Bagarah ayat 43:
[ 5l ] €Y u.uﬁ)l\ T & 55N 1§ 5 5 Siall a8

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah

beserta orang-orang yang ruku'.”
b. Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman

Rasulullah SAW, adalah kharraj. Kharraj adalah pajak terhadap tanah,
atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Perbedaan yang mendasar antara.-.sistem>.PBB dengan sistem Kharraj
adalarﬁ bahwa Kharraj dltentukan berdasarkan tcmg?kat produktivitas dari

"'“(Land Produﬂ)'n“berdasarkan

sa jadl untuk tanah yang b Mrseblah

‘\_:_‘: MI lain ditanam kurma, maka

mereka harus membayar jumlah Kharraj yang berbeda.®* Seperti yang

Hal ini berarti

alipun misalnya di

telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Bagarah ayat

267 :

Y}uaﬁ\wessu;);\mj;msumkw\}m I ialz u.\.ﬂ\L@_\La
m\u\\)&\}m\}mu\wmqﬂ “““ ue.nud_gujssum;m;l\\jm
[ Yy 3ol [V duea Bae

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan

®bid., h. 24-25
81 Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),
h. 264
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janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allaiz Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Khums
Para ulama Syi’i mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa
pun harus dikenakan Khums sebesar 20%, sedangkan ulama Sunni
beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang
saja. Imam Abu Ubaid dalam Adi menyatakan bahwa yang dimaksud
Khums ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan
barang tambang 62 Sepertl yang telah dljelaskan dalam firman Allah

SWT, dalam QS AI Anfal ayat 1

&:’“593;1);1;\“»\ \jm’fj \}&J&ﬁasy &8 1655
AW TIPS, SRR

kd,dnalganyakan ntang (pembagian) harta

rampasan pq Jah/képa\ ampasan perang kepunyaan
Allah dan Rasul éba

bertakwalah kepada Allah dan
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".

d. Jizyah
Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim
sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan
lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara
Islam. Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim

tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan

82 Nurul Huda dkk, Op.Cit., h. 30
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jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan
dalam Kitab Suci Al-Qur©an Allah SWT berfirman dalam surat At-

Taubah ayat 29:

d}»‘)}&\eﬁuuy)MWYJﬁ\)ﬂ AMYJ&MU‘;A;\YUJJ‘ \)LS
?AJJ-’U‘;A‘-’JQHJL’;—‘ P g_uSS\ \y;\wﬂ\wdﬂ\wdu}um‘ﬁ}
[va Aasl Y9 §haa

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak
mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan
tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu
orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk”.

e. Ghanlmah

1\[/Ienu1:ut Sa 1d Hawwa ghanlmah adalahhartd an

Ilmm darl mumAeperangan. “dan

un a perang yang memunculkan

iperoleh kaum

erasan dengan

Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam
periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam Q.S Al-
Anfal [8]: 41, yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan
Ramadhan tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said
bin Zubair dari Ibnu Abbas, dimana pada saat itu para sahabat berselisih

tentang pembagian ghanimah.®

%% Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 78
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)

‘:5:0.\.\3\ ‘i‘)ﬂ L;d}dy)ﬂ)m&uis cguweu.\su.t\ \)ﬂg\}.

[z\ -Jasy! ]z\ ).ms ;Gudsujg Ay uumj\ &
Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami
turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furgaan, yaitu di
hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.”

f. Ushr
Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh (‘Ushr) memiliki dua arti.
Pertama, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air

hujan. Ini te-rmasuk- zakat yang--.diambi.l dari seorang Muslim dan

dldlSﬁfIbblSlkan sebagalmana dlstrlbu3| zakat Kedua sepersepuluh

==

I"'II darl pedagau c.gwaflr yang mer wilayah Islam

emb”awa barang dagangan.. sud dengan ‘ushr

_m&ge;@grtama. Muhammad  Sharif

Chaundry dalam bukunya Fundamentals of Islamic Economic System

sebagai se

mengatakan:®*

‘Ushr berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil
pertanian. ‘Ushr sering digunakan dalam pengertian sedekah dan
zakat, sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan ‘ushr di dalam
figh. Istilah ‘ushr tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, tetapi dua
ayat (QS Al-Bagarah [2]: 267 dan QS, Al-An’am/[6]: 141) diambil
sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman
Allah SWT:

UAJY\L)A(‘;SSL\A‘P‘LAA ;ﬁ;&uwﬂa \}m\\}u\cwﬂ\\.g_\h
T5ala Ty A 1 pimadd of V) adalésd uﬁiju@mm\\ SARE Y5
[viv el ] Yy m@smu\

% Ibid., h. 99
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

aAd.e

@M&JJ\}M‘}W}}AJ&}W})&A@AL&J\&J&‘}Q}.
\j.a\;j)u\ \J\aﬂw\)ﬁm&ﬁjwuu‘)]\juﬁ)ﬂ}ds\
[Y¢) ebu‘j\]\i\ u.aj&l\g_m.a‘ﬁm\\}s)m‘jjubme}am

Artinya:  “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-
tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang
serupa (bentuk dan‘warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah
dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan
tunaikanlah haknyadi hari_ memetik ha5|lnya (dengan disedekahkan
kepada (fakir™imiskin);,. dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sepungguhnya Alah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Daerah Secara Umu B
& 9 ,'.

1. Pengertian Pengelolaan
Pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen.
Pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk
pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.®
Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan
seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan
pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga

faktor yang terlibat:

8 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15
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a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia
maupun faktor-faktor produksi lainnya.

b. Proses yang betahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan
pengawasan.

c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.®®

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan
prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek atau fungsi
manajemen yaitu perencanaan, . pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan untuk mencapal suatu tUJuan organlsa3|

Menurut George R Terry ada 4 fun93| utama manajemen, yang

?"'.\,___dllkenal sehagai  POAC, yaltu p
(penéorgamA
dan controlling

WWpemelasan dari 4 fungsi

manajemen tersebut:

(perencanaan),

1) Perencanaan (Planning)

Planning berasal dari kata plan, artinya rencana, rancangan, maksud,
dan niat. Planning berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses
kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan
adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang

di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan

% Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana
Perdana Media Grup, 2009), h. 6

7 Malayu SP Hasibuan, Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi,
(Jakarta: Bumi Kasara, 2011), h. 96
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tujuan, kebijakan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang
akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.®®
Suatu perencanaan adalah aktivitas integratif yang berusaha

memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai
suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan
definisi tersebut, perncanaan minimum memiliki 3 karateristik berikut:®
a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu

serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh

perencanaan

c) Masa, yang akan datang, tlndakan dan |ndent|f|ka5| pribadi, serta

[

'nlsa3| ' merup i unsur

canaa\n

4"\( .
2) Pengorganlsam ir

Organisasi berasal dari kata organize yang berarti menciptakan

dalam setiap

struktur dengan bagian-bagian yang diintergrasikan sedemikian rupa,
sehingga hubugannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap
keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema,
bagan yang menunjukan garis-garis perintah, kedudukan karyawan,

hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.”

%8 Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98
% H.B Siswanto, Op.Cit., h. 42
"% Malayu SP Hasibuan,Op.Cit. h. 118
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Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses
menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan
menyatupadukan tugas-tugas serta fungsinya dalam organisasi.”

Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling
berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.
Suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling
berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah:

a) Sekelompok orang
b) Interaksi dan kerja sama, serta

¢) Tujuan bersama:

Saﬂ"é'h‘“ satu cifi- utama dari- 'Su-a't;u -@rg’a{ﬁ'ﬁsasi adalah adanya

.sp oka-ng yanﬁrlgﬂgkqnfdi:ri depg

tentwan, dan kebijakan yang“tel uskan dan masing-

masing piha \ma dengan penuh tanggung

u ikatan norma,

3) Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Actuating,
dimana kata ini berasal dari actuare bahasa Latin. Istilah actuating secara
harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan membuat orang-orang
bergerak untuk melakukan aktifivas-aktifitvas. Actuating ini merupakan

fungsi yang penting, karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan

"> Anton Atholiah, Op.Cit., h.110
"2 H.B Siswanto, Op.Cit., h. 73
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manusia sebagai objek langsungnya. Actuating adalah tindakan-tindakan
menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian
pergerakan  menghendaki  kemampuan  menggerakkan tenaga,
membangkitkan antusiasme ke arah tujuan yang ingin dicapai.”
Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah
ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana
siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan
asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada

untuk merealisasikan rencana tersebut.”

4) Pengawasan (Controllmg)

.l

Peng@wasan adalah suatu keglatan urituk nnencocokkan apakah

: \op a3|onal hirﬁl Iapangan 5
! H‘\ n_da ai tujuan (goal) dari
mjadi obyek dari kegiatan

pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-

engan rencana

(planni

organisasi,

hal yang bersifat negatif.” Proses pengawasan biasanya terdiri paling
sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari;
penetapan standar pelaksana, penentuan pengukuran kegiatan,

pengukuran pelaksana kegiatan nyata, perbandingan pelaksana kegiatan

”® panji Anoraga, Op.Cit., h. 113
™ Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), h. 115
" Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 108
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dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan
yang terakhir pengembalian tindakan koreksi bila perlu.”

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen.
Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses
manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi
ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan.
2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana,
3) Pelaksanaan rencana akan bai.l_<__ jika Rengawasan dilakukan dengan

baik. b ) A
| B

"uan baru dap iketahui tercapai; dengqn :b
avVaéan atau ﬁ &ukan

2. Pengertian Retribusi Pasar

u tidak, setelah

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas
dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk
mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus
dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-
hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari

kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.”’

’® T Hani Handoko, Manajemen Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 49
" M.Chatib Basri, Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan
Indonesia) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.14.
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Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh
kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau
jasa.”® Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan
produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran
yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa
peralatan, los yang dikelolan pemerintahan daerah, dan khusus disediakan
untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), dan pihak swasta.”

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas

penggunaan, pemakalan dan pemanfaatan kIOS losy atau toko di kawasan

tempat pedagangan u *disedial

§ pas*ar yangk l‘ Lan retnbtjm pe
80

pasar umum dan@‘m /Q

Dari definisi di atas dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan

retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan
pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan
dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang
terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

" Waluyo Hadi, Dini Hastuti, Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis (Surabaya: Reality
Publisher, 2011), h.364-365.

" Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di
Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 65

8 Mahmudi, Op.Cit., h. 73
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(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen
lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan Kkartu
langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala
daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan
piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah
Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang
masing-masing d_i__tetapkq_n oleh Gube_r__nur da_p Bupati/Walikota. Tata cara

penghapusan piutang 3-.__ré"[ribu3i-_',yang“Ishdah 'I'kadg:lu_warsa diatur dengan
1 ¥ : |

-\
Per Pemerint
T

'é{*;-wiki subjek dan b "

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

Retr

a. Subjek Retribusi Pasar

menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan
fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha
yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha
Milik Negara, firma, koperasi. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah

orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan

8 Ibid., h. 17-18
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pasar/secara rutin maupun insidentil yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah.®

b. Objek Retribusi Pasar
Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar
tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek
retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau
dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Berdasarkan
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6,
objek retribué'i pasar"ya'jtu; _ |
1) Olbjek L retrlbUSI pasar adalah per‘lyedlaan

.:..'.naI/sederhﬁbl'weIatara v

¥ /ﬁh( dan khusus ¢ _ls‘efd“ pedagang.
2) leecualw Mnan pasar yang dikelola oleh

BUMN, BUMD dan pihak swasta.®

fasilitas  pasar

yang dikelola

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah,

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

8 peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 4
8 peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6
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menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan
atas desentralisasi.®*

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah
Yang Dipisahkan dan lain-lain.®®

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Aries Djaenuri adalah
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku

Dari pengertlan dlatas dapat d|3|mpulkan bahwa Pendapatan Asli

|
|peroleh daerah sumber-sumber

.‘/

ang dlatur

sarkan peraturan

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan

kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

8 Ahmad Yani, Loc.Cit., h. 51

8 Abdul Halim, Op.Cit., (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101

8 Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting
Hubungan Keuangan Pusat -Daerah, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 88
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dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk ~membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.?’

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dearah, untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dearah
Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber
keuangannya dengan menetapkan Jenls pajak selain yang telah ditet

apkan, sepanjang memenuhl krlterla yang telah ditetapkan dan sesuai

l | ] |

asplraSI masyar at.®® ay
jak d“ae\*ah dlbﬁ Aaglanﬁrﬁ

a) Pajak kendaraan bermﬂotlc‘)r dan kendaraan di atas air;
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
c¢) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan.
2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:*

a) Pajak Hotel,

8 Ahmad Yani, 2002, Loc.Cit., h. 45
8 Ipid.

® hid., h. 46

% Ibid., h. 48
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b) Pajak Restoran;

c¢) Pajak Hiburan;

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Penerangan Jalan;

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah
Retrlbu3| daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa afau ‘p‘*_gmberlan izin tertentu yang kiﬁjsu:i disediakan dan/atau
A - :

Sumber pen >l penting lainnya adalah Retribusi
Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada
daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang

disediakan Pemerintah Daerah.%?

% Ahmad Yani, Op.Cit., h. 55
%2 Josep Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia. (Jakarta: Rajawali
Press, 2003), h. 171
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Banyak jenis retribusi daerah, tetapi dapat dikelompokkan menjadi

tiga macam sesuai objeknya.® Tiga macam retribusi daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai
retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan
yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum. ditetapkan dengan peraturan pemerintah
dengan krlterla sebagal berlkut

.&

a) Retrlbu3| Jasa umum ber5|fat bukan peyalq dan bersifat bukan

JSi Jasa ushlﬂﬂ penzman?

b) angan daerah dalam
rangka pelks

c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya.

% Suparmoko, Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,
(‘Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 87
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f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,
dan.

g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum adalah:®*

a) Retribusi pelayanan kesehatan;

b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

c) Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan si p||

b._

d) R.QI_I‘IbUSI pelayanan parkjr d| tepl jalan umu@

X tﬁgbUSI pelayan

pasar; a
SSHI0 2
berm

h) Retribusi pemeriksa alatpemadam kebakaran;

g

1) Retribusi biaya cetak peta;

J) Retribusi pengujian kapal perikanan;

b. Retribusi Jasa Usaha
Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus

memenubhi Kriteria sebagai berikut:

% Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (Yoyakarta: Andi, 2011), h. 16
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a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan
oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum
memadai, dan

b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasi pemerintah daerah
dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah
seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.*®

Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pelayanan-tersebut belum cukup disediakan oleh

swasta. Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha:

a) Retribu:si pé'rh"akéizfihi kekayaéh-l d'aié'rah']"' 4

thmbusu pasar grosir dan rtokoan __ j
etnbahpelayé# ék

d) Retribusi

e) Retribusi tempat penglnpan;

f) Retribusi rumah potong hewan;

0) Retribusi pelayanan kepelabuhan;

h) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
1) Retribusi penyebrangan di air;

J) Retribusi penjualan produksi usaha daerah;

c. Retribusi Pelayanan Tertentu

% Suparmoko, Op.Cit., h. 90
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Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongan
sebagai retribusi pelayanan. Objek retribusi pelayanan tertentu adalah
pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
b) Retrlbu5| izin tempat penjualan mlnuman beralkohol;

C) Retrlbu5| |zm gangguan

.etrlbusu |2|ntra k dan 1)
etrlbbléuzm UA
c. Hasil Pengm;_“. )

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan

hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari
pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka
laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan
asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini
mencakup Vyaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik

% Mardiasmo, Op.Cit., h. 17



59

Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas
Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok

Usaha Masyarakat.”’

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibeberapa daeraah,
misalnya didapatkan dari sumber berikut: hasil penjualan barang milik
daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas
kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga,
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah,®® pendapatan

denda pajalf‘;\.\p_endﬁpat N del W’jetpr}i_bﬁurs"’i\ fasilitas sosial dan umum,

dapatan dari angsuran/cicilar” penjualafi) pendapatan atas hasil

fi-

%7 Aries Djaenuri, Op.Cit., h. 98
% bid., h. 99
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A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Sebelum terbentuknya Dinas, kewenangan pengelolaan pasar secara

struktur dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati Il Bandar

Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi 2 wilayah:

a. Pasar wilayah Tanjung Karang

b. Pasar wilayah Teluk Betung
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1982

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 1982
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tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. Sebelum

terbentuknya Dinas Perdagangan, pengelolaan pasar berada dibawah Dinas

Pendapatan Daerah dengan tugas pokok mengelola income pasar yang

berupa salar pasar, yang pada saat itu Dinas Perdagangan terbagi dua unit

yaitu Pasar Tanjung Karang dan Pasar Teluk Betung yang masing-masing
dipimpin oleh Kepala Unit. *°

Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung:

a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982
Tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati Il Bandar Lampung.

b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Pasar Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar
Lampung Nomor 21 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

c. Peraturan Daerah Nomor 03;tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas |Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar

ng Nomor 19 ta i; n 2008 ?i tall(r;og Orgamsasn ata Kerja Dinas

Visi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah
“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pedagang
dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar melalui Sistem
Pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”.*™*
Penjelasan Visi, Peningkatan Pelayanan dalam rangka pelayanan

prima adalah Upaya Pemerintah Kota melalui kinerja Aparatur Dinas

Perdagangan Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada

% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
100 Hokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
1% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli
dengan cepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut di atas
diharapkan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal
mungkin secara profesional maupun proporsional didukung keinginan
seluruh  SDM/Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan

inovasi serta perubahan waktu.'%

Pernyataan Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi
Wallkota Barldar Lampung maka MISI Dlnas Perdagangan adalah:
1) Menlngkatkan Kualltas Aparatur Dn’ias Perdagangan (SDM),
gyarakat_ pedag dan pembeli serta pen_g' dan pengguna
P& masyarakat agang, pembeli,

ningkatan sarana dan

j d"ag. ﬁ&ngguna pas
prasarana ﬁ
3) Menlngkat an atan AS|I Daerah (PAD) melalui

pengelolaan retribusi pasar.*
Penjelasan Misi: Upaya dan langkah penyesuaian (adjusment)

terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar

persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki oleh Dinas Perdagangan

Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang profesional guna

terwujudnya Visi Misi tersebut adalah :

1) Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual dibidang
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

2) Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam
pelaksanaan tugas.

102 Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
1% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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3) Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
dibidang pengelolaan retribusi.***

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar

Lampung

Dibawah ini dijelaskan tentang kedudukan, dan fungsi Dinas

Perdagangan Kota Bandar Lampung:

a.

C.

Kedudukan

Dinas Perdagangan dalam kedudukannya merupakan unsur
pelaksanan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
daerah yang dipimpin ‘oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah ser_ta"" bertanggung jawab:_"'kgpadé'-yVaIikota melalui Sekretaris

Daerah. %

elaksanakan sebagian
urusan pemerin ewenangan daerah dibidang
Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metreologi
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.'®®

Fungsi

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar.

2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya.
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
105 Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
1% Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya. %’

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota
Bandar Lampung yang menjadi kewenangan pengelolaan sebagian
urusan pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya wilayah pasar
terbagi menjadi:

1) Wilayah UPTD Pasar Panjang

2) Wilayah UPTD Pasar Cimeng

3) Wilayah UPTD Pasar Kangkung dan Gudang Lelang

4) Wilayah UPTD Pasar Tamin

5) Wilayah UPTD Pasar Gintung

6) Wilayah UPTD Pasar SMEP dan Baru

7) Wilayah UPTD Pasar Bambu Kuning

8) Wilayah UPTD Pasar Bawah

9) Wilayah'UPTD/Pasar Tugu«" -

10) Wilayah UPTD Pasar Way Halif dan Way Kandis.
4. Struktur Organlsa5| Dinas Perdagangan Kota rBandlar Lampung

b .:suatu orgﬁsltﬁsat struktur or"

dengan tujuan

ungsi masing-masing
eraturan Walikota Kota Bandar
Lampung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT pasar) Kota Bandar Lampung,
khususnya tentang Dinas Perdagangan maka guna Kkelancaran
penyelenggaraan tugas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan uraian tugas.
Dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam

uraian setian pegawai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung harus

%7 Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Adapun penjelasan

tugasnya yaitu sebagai berikut:

a. Kepala dinas mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penjabaran uraian tugas Kepala Dinas
Perdagangan adalah sebagai berikut:

1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai
dengan Program Pembangunan Daerah.

2) Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas.

3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
pelaksanaan tugas.

4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi
penyimpangan. [ .

5) Memeriksa hasil kerjan bawahan untuk mengetahui kesulitan dan

hambatan serta meberikan jalan keluarnyd. |

|haS|I ke rja awahan ecara perlodlk gu
ekn mbegid® bimbingan dan

kf—.jpada urusan/p na , pendapatan pasar,

kebersihan éhhar/z;,an a pengawasan dan pembinaan
pasar. w

8) Pemberian perizman dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

9) Menetapkan kebijaksanaan dalam rangka optimalisasi penerimaan
retribusi dari sektor pasar.

10) Mengelola tata usaha dinas.

11) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.

12) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan
bahan petunjuk pemecah masalah.

13) Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala
dan tahunan.

14) Melaksanakan kordinasi dengan instasi terkait guna kelancaran
pelaksanaan tugas.

15) Memberukan usul dan saran kepada atasan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas. %

an peningkatan

7)

1% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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b. Sekretariat Dinas Perdagangan

1) Subbag Penyusunan Program Keuangan dan Aset
Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran,
pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung
jawaban penggunaan anggaran. Melakukan pengelolaan urusan aset.
Melaksanakan pembukuan pertanggung jawaban, pelaporan keuangan
dan aset serta laporan akuntabilitas.

2) Subbag Umum dan Kepegawaian
Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang
meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan

pegawai, mutasi, 'd__i'éip‘lih',_-pEngéfﬁbéhgan pegawai dan kesejahteraan
= '. v y Ty . =

[ : = [ |
ol . _‘_.;' __)'I
., J o

melaksanakan sebagian tugas
dinas dibidang perdagangan ;ngliputi Perdagangan Dalam Negeri (PDN),
Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi
Sumber Daya Mineral.
a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
Menyiapkan bahan perumusn kebijakan teknis dibidang
Perdagangan Dalam Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Dalam Negeri.

1% Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018



67

Menyiapkan bahan kebijakan pemberian perizinan dibidang
perdagangan dalam negeri.
b) Seksi Perdagangan Luar Negeri

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
Perdagangan Luar Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian dibidang Perdagangan Luar Negeri melalui
komoditas produksi dalam negeri sebagai komoditas ekspor impor.
Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan administrasi

kelengkapan dokumen ekspor impor bagi eksportir.

i Pemberdayaan Konsumen |y
Menyiapkan LW ’

Konsumen (BPSK) dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM)™HO
4) Bidang Bina Pasar
Bidang bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas
dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan
logistik, bina pasar dan informasi.

a) Seksi Bina Usaha dan Permodalan

19 Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan
usaha dan permodalan. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan
dalm rangka meningkatkan usaha pedagang tradisional dan pasar
modern dengan pola kemitraan. Menyiapkan bahan pembinaan dalam
rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat.
b) Seksi Sarana dan Logistik

Menyiapkan bahan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pasar.
Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat.
Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan operasi

pasar atau pasar murah.

dsar d

S,

|
S5

BLA .

Menyiapkan jjakan  dalam  peningkatan

pengembangan pasar tradisional dan informasi. Melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan analisis persedian bahan pokok pada pasar
tradisional. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi
kebijakan dan/atau regulasi pengelolaan pasar tradisonal '
5) Bidang Metrologi

Bidang metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas

dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran, dan timbangan.

a) Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium.

1 Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018
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Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumnetasi dan kebijakan teknis
operasional bidang standar ukuran dan laboratorium. Melaksanakan dan
menyiapkan bahan interkomparasi.

b) Seksi Pelayanan
Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemberian
pelayanan kemetrologian. Melaksanakan dan menyiapkan bahan
koordinasi kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP).

¢) Seksi Pembinaan
Menyiapkan bahan “fumusan ke_k__)ijakan_l\_ dalam rangka pembinaan

penggunaan 'alat_' Uikur, timbafigan dai t_era."' Pembinaan dan sosialisasi

"'p Eégijakan mettologi legal. y
'\\ '\".\_I\\ &y ) . ”€
6) Unit Pélaksana Tekn iéD&L!"G)sasar‘;ﬁ”

B e

ang melaksanakan program
kegiatan dalam lingkup wila;/a:‘rll. pasar yag menjadi kewenangan Dinas
Pengelolaan Pasar antara lain:

a) Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar.

b) Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar.

c) Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar .

d) Pengelolaan pendapatan retribusi.

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

KEPALA DINAS
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KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS
[
SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM
KEUANGAN DAN ASET DAN KEPEGAWAIAN
[ [ |
BIDANG BIDANG BINA PASAR BIDANG
PERDAGANGAN
METROLOGI
DRS. EDWAR
SEKSI PERDAGANGAN || SEKSI STANDAR
DALAM NEGERI | | SEKSIBINAUSAHA & UKURAN DAN
PERMODALAN LABARATORIUM
SEKSI PERDAGANGAN MUHAMMAD KOHAR,
LUAR NEGERI SE i SEKSI
PELAYANAN
SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN —  PERDAGANGAN a SEKSI
KONSUMEN - LUAR NEGERI PEMBINAAN
ZURAIDA. SE.. MM
{ = A 4 r = | [ =% .III
SEKSI BINA PASAR

L ~7|  DAN INFORMASI
& ! UPT _
Retrit;._u__s__,l ' a ningkatk endapatan Asli

Daerah di Dinas Pe ”'/“h“_“h\Kot/a‘B/ﬁ\ mpung
\\/{{\//

Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih yang ada disetiap Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran
berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
Dalam hal pembayaran, pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada
waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari
keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat
Tagihan Retribusi Daerah (STRD), hal ini berdasarkan Peraturan Walikota
Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pasar, yang

tercantum pada bab v bagian kedua pasal 10.
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Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan
Walikota yaitu:
1. Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
2. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
3. Retribusi pasar dipungut menggunakan karcis.
4. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung.
Alur pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 3
Alur Penagihan Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung

Barang/matrial

Bendahara ——"| UPT Pasar [——> Juru Tagih

an “gambar " terse at dijélaski  (Pedagang)  pra

memberikan alat p@u;k@da setiap UPT pasar, yang

guna dari karcis tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran

setiap pedagang yang telah membayar retribusi pasar perharinya.**?
Sedangkan alur penyetorannya bisa digambarkan dengan gambar
dibawah ini:

Gambar 4
Alur Penyetoran Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung

Obijek retribusi
(Pedagang)

— Juru Tagih — UPT Pasar

U

’Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedaganga Bandahara ung
Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

Penerima
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Kas Daerah —

Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa alur penyetoran
retribusi pasar yang berawal dari juru tagih menarik retribusi dengan objek
retribusi atau pedagang lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan
setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing yang
kemudian uang yang telah dihitung keabsahannya oleh UPT pasar tersebut
lalu dilimpahkan ke Bandahara Penerima yang ada di Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung yang kemudian disetorkan ke bagian penerima
retribusi yang akan duadlkan sebagal pendapatan daerah melalui kas

daerah. “3[ :; _— e |

g b g o

Tahun ""'ang /hTata Cara P emungutan  Retribusi
f na an kepada pedagang yang

“‘—Q_\
Pelayanan Pasa‘r%

memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar

ng Nomor 101

adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang.

Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam
Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif

sebagai berikut:

113 Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara
dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018



73

Tabel 2
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
di Bandar Lampung

No Ukuran Tempat Berdagang Tarif (Rp) | Frekuensi
Waktu
1 | 4m x 4m (16m*° atau lebih) 4.000 Per Hari
2 | 3m x 4m (12m*sampai dengan 15m“ | 3.000 Per Hari
3 | 3m x 3m (9m*” atau kurang) 2.000 Per Hari
4 | 1m x 1m (Insidentil) 1.000 Per Hari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah.

Data Retribusi Pelayanan Pasar di atas merupakan tarif retribusi pasar
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah. Tar_i__f pemungutan retribusi diQasarkan dengan ukuran tepat
berdagang_‘..aggp pemungutanretnbUSI .<-ji'lzékukei.n .éeti_gg;._harinya.

lla:pembayaran retribusi dilakukan s_etél'ajh le aktu yang telah

i“administrasi

-

sar 2% dari nilai
merupakan surat teguran yang
dikeluarkan dengan ditandatah;aﬁi langsung oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang
terdapat di Dinas Perdagangan maupun di lapangan yaitu di pasar mengenai
pengelolaan pemungutan retribusi pasar yaitu:

Perencanaan berdasarkan hasil wawancara perencanaan yang dilakukan
dinas perdagangan yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi.

Penentuan target berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edwar
bahwa “Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki

setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya
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serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk
dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target
penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar”. Kemudian Beliau
menambahkan bahwa “Persoalan mendasar kami dalam penentaun target
pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang
sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan
realisasinya”. 1

Pengorganisasian berdasarkan hasil wawancara di Dinas Perdagangan
dengan Bapak Edwar bahwa mereka melakukan pengorganisasian dengan
mengukur sumber daya manusia, pembaglan tugas serta penetapan standar
kerja, sebagalmana haS|I Wawancara yaltu Bapak EdWar mengatakan bahwa
rsonll kita angan sudah cukup
ekfdr di setlapér iaﬁas P’

ang setiap hari melakukan

am pal saat ini

jumlah 3-5 orang

pemungutan retribusi pasar kep?é&é para wajib retribusi dan saya rasa jumlah

kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi”.**>
Bapak Khohar sebagai seksi bina usaha dan permodalan mengatakan

bahwa “Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi

pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap

114 Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara
dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

15 Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara
dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018
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pasar terbagi dalam beberapa blok sehinnga dapat memudahkan petugas dan
aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien”. 116
Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu
kolektor juga mengatakan bahwa “Dalam melakukan pemungutan retribusi
pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami
dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan
jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan”. el
Pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan
Kepala Bina Pasar “Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota

Bandar Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi

langsung para Wajlb retrlbu3| dengan memberlkan karcis, sehingga wajib

I |
i dak perlu susah-susah m atangl kam1 udian menurut
emuﬁgut retrlgu51 menga akan bahwa ama ini proses
*a{,@y\m{—\w?na kita hanya mendatangi

langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam

pembayaran retri

karcis”.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa
“Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi
kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita

bayar”.

116 Bapak Muhammad Kohar, Kepala Seksi Bina Usaha dan Permodalan Dinas Pedagangan
Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

117 Bapak Roni, Petugas Kolektor Pasar Bambu Kuning, Wawancara dengan Penulis pada
tanggal 30 Mei 2018
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Pengawasan penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung
dilakukan 2 bentuk pengawasan vyaitu pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala
UPT pasar (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan
oleh Dinas Perdagangan.

Pengawasan langsung yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara
yaitu Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak Fauzi bahwa “Setiap hari
pasar saya turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan
tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan apakah kolektor sudah
melaksanakan tugasnya sesuai denga_r) prosg\dur serta memastikan bahwa
semua wajib getrlbu51 dlpasarsufiah membayar ﬁre_\_)y_gj-iyannya”.

g U

1.itu Beliau menambahkan bahwa |
ra Kolektor t !a kukapsfper

. . o .
setiap selesai pe \ﬂgtrl )

an pengawasan

terhadap karcis

hal ini dilakukan agar bisa
mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari
jumlah setoran pungutan retribusi”. !

Sedangkan pengawasan tidak langsung berdasarkan hasil wawancara
dengan bapak Edwar Kepala Bina Pasar bahwa “Kami melakukan
pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala

UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan

pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan

118 Bapak Hairul Fauzi, Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, wawancara dengan penulis pada
tanggal 30 Mei 2018
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pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawasan terhadap
karcis perbulannya”. 119

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan
asli daerah di Kota Bandar Lampung. Besarnya penerimaan dari hasil
retribusi pasar ini akan mempengaruhi besarnya pengaruh retribusi daerah
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembayaran retribusi pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan
dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan
untuk tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

retribusi pasar di Kota Bandar Lampung yang memberikan kontribusi untuk

menunjang-.._pgmbangijnah daér_ahﬁ dan "péningka{tap__cpqnerimaan Pendapatan
|; \ v aemmntll Y ” 1

busipemyanﬁs! @Bén_@@ﬂ merupakan salah
-z.;(‘v%h‘“\ . e
tu jenis retribusjayah ilikig tinggi untuk ditingkatk
satu jenis retri W@@p Inggl untuk ditingkatkan

penerimaannya. Namun dalam Kkenyataannya, kontribusi penerimaan

Asl

‘Lam

Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum
maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada
tahun 2013-2017 seperti yang telah dijelaskan pada bab 1.

Berdasarkan persentase target dan realisasi retribusi paar di Kota
Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir ini seperti diketahui bahwa
retribusi pasar di Kota Bandar Lampung tidak ada yang mencapai target.

Target retribusi pasar pertahun dari tahun 2013-2017 adalah Rp

119 Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara
dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018
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2.500.000.000 kecuali target pada tahun 2014 yaitu Rp 2.000.000.000 dan
pencapaian target yang tertinggi sebesar Rp.1.732.852.000 atau 86,64%
pada tahun 2014 dan pencapaian target terendah sebesar Rp 1.620.700.000
atau 64,83% pada tahun 2013.

Berdasarkan data penulis menarik kesimpulan bahwa tidak
mencapainya target retribusi pasar di Bandar Lampung karena banyaknya
masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun
demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup

strategis bagi pendapatan asli‘daerah Kota Bandar Lampung.

- | : r_g»"
S € ﬁAli |S|Ii DATA = /|
| sar, dal i Memingkatkan Pendapatan Asli

Daerah pada Dinas Perdaganga:ﬁ ;<ota Bandar Lampung

Pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh
Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung senantiasa menerapkan fungsi-
fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya
senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi pengelolaan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, terdapat 4
fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan. Fungsi pengeloaan yang diterapkan di Dinas Perdagangan yaitu:

1. Perencanaan
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Perencanaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target
penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung serta Pendataan wajib
retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi
pasar di Bandar Lampung maka perlu adanya perumusan perencanaan dari
Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya
pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi
penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi
pasar Kota Bandar Lampung, yaltu proses penentuan target penerimaan

retribusi pasar yang |ng|n dlcapal dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung
| ] |

1Januar| samp 131 Deseﬁber _

arkan hasﬂ kanlsme pene target pertahun
didasark d yani nil dan d lihat
idasarkan pada ‘wg\n& é@ pasar dan dengan meliha

realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis

mu

penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan
dari Dinas Perdagangan untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar
pertahun disetiap pasar. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan
berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentaun
target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi
yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan

dengan realisasinya.
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Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa
perencanaan dalam hal penetuan target penerimaan retribusi pasar
pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat
tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak
adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar,
merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi
pasar di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa tidak
tercapainya target biasanya. disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang
tidak memiliki tempat khusus di dalam pasar, khususnya bagian pelataran,
Jumlah mereka yang tldak menentu membuat klta Kkesulitan untuk mendata

|, o
'an kurangnya k;adaran reka dalam _ e_-f' etribusi pasar.

me

at banyak fa babkan tidak

pasar di Kota Ba@tmg\ }H@

isasinya retribusi
a seperti yang dijelaskan oleh
bapak Muhammad Kohar, kepala seksi bina usaha dan permodalan
mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi
pasar, diantaranya yaitu faktor cuaca, jika hujan terus, banyak pedagang
yang tidak berdagang, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik
retribusi, dan juga faktor lainnya seperti hari raya, maka banyak los/kios dan
pelataran yang tutup beberapa hari dan revitalisasi atau pembangunan pasar,
sehingga tidak ada aktivitas pemungutan retribusi selama revitalisasi pasar.
Setelah penulis wawancara dengan bapak Muhammad Kohar, kepala

seksi bina usaha dan permodalan serta bapak Edwar, Kepala Bina Pasar
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Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, penulis observasi kelapangan
dengan mewawancarai langsung pedagang pasar dan petugas kolektor
mengenai kegiatan pemungutan retribusi pasar.

Menurut Ibu Santi salah satu penjual tas di Pasar Bambu Kuning
mengatakan bahwa terkadang ia tidak membayar Kkarcis, karena hubungan
kekerabatan dengan petugas penagihnya, dan terkadang kalau membayar
hanya setengah dari jumlah yang tertera pada karcis.

Salah satu petugas kolektor di pasar Bambu Kuning Bapak ‘Aan
mengatakan bahwa Kami dalam menagih retribusi kepada para pedagang,
terkadang mereka__tidak membayar retr_i__busi dgngan alasan dagangan mereka

belum adagang| Iaku (5 -
o

canaan yang rapka leh Dlnas'
aitu” pendatah §i pasar dl
nhya _
ihya
P v/f

berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah kios atau los yang ada

Kota Bandar
andar Lampung,
namun dalam pe kan belum optimal. Karena
di dinas tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Ini terbukti dari data
yang diberikan oleh pihak instansi jumlah pelataran disalah satu pasar yaitu
Pasar Bambu Kuning yang seharusnya 460 tetapi yang di muat dalam
pembukuan hanya 410. Hal ini dikarenakan pendataan hanya dilakukan
sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga terdapat ketidakcocokan data
antara dinas dan pihak UPT pasar.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Dinas

Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai perencanaan dalam
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meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang berdampak pada peningkatan
pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi
namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga
target penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target, padahal jika
dilihat dari jumlah penjual yang ada di pasar serta dari kegiatan pasar yang
terus-menerus tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota
Bandar Lampung, tetapi dalam kenyataannnya malah tidak pernah mencapai
target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam
melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dan kurang tegasnya
sanksi yang dikenakan oleh. pihak _i__nstansi_>_terkait dan masalah dalam

internal organisasi serta faktorcuaca.

rgamsaslanmﬁk!w m'peng lecp g diterapkan oler

Di Perd Lota aBand ' keberad ber d
inas Per aganwéja@ eberadaan sumber daya

manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan

. Pe

komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi
akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang
ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin
disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada
dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib
retribusi dengan Dinas Perdagangan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan

adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber
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daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara
yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana
dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur
yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
Pengorganisasian pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu
mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus
seimbang dengan jumlah pekerjaaan dalam organisasi tersebut dengan
maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi
pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan
baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar

dlketahm darl Kepala Blna Pasar Dlnas Perdagangan Bapak Edwar

i;ersonll ita di Iapangan__s
tlap pasar da' nas Perdagangan

berjumlah 3-5 o[mg‘ilga}/da/w masing-masing yang setiap

hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan

ukup memadai,

saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan
retribusi.

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Perdagangan
Kota Bandar Lampung yaitu pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas
berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam
pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga
pemungutan retribusi pasar semua pedagang tidak ada yang tidak membayar

retribusi seperti yang dikatakan oleh Bapak Khohar, kepala seksi bina usaha
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dan permodalan bahwa untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami
membagi pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan,
karena setiap pasar terbagi dalam beberapa blok sehinnga dapat
memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan
secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu
kolektor juga mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi
pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami
dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan
jelas wilayah kami dalam‘melakukan pemungutan retribusi.

Untuks Waj'i'b. fétrit:)Us.i.‘-‘-'-yang-'-.'..'ti'dék m:en.étap Jpada suatu pelataran

| v | f |

"kan pemungu lebih aﬁa sepertl ya,ng ikatakan oleh salah

ngutan; etri asar kami selalu
mendahulukan M@d@/ﬂ@ di luar pasar, yang tidak
memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat
pulangnya sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan
mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang
membayar retribusi sebelum mereka pulang.

Menurut Ibu Denti salah seorang penjual pakaian di pasar Bambu
Kuning (wajib retribusi) mengatakan bahwa ‘“Pumungutan retribusi yang
saya bayar selama ini tidak memberatkan, saya rasa sudah sesuai dengan
fasilitas yang disediakan pemerintah, dan pembayarannya pun tidak

menyulitkan, kami hanya membayar retribusi lalu petugas memberikan
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kami karcis dan sikap pemungut retribusinya juga baik-baik serta sopan,
sehingga tidak memberatkan kami untuk membayar retribusi pasar.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
pembagian tugas pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan yang
sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.
Pengorganisasian yang diterapkan pada dinas perdagangan terakhir
yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan
maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi pasar agar dapat
melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa untuk kolektor pemungutan retribusi

pasar dlbuatkan suatu standar kerja yaltu jam mulal dan jam selesai kegiatan
| ] ,I

an \retrlbu3| tersibut Beliau juga/men mb'

'S|pI|‘nah para édatang,-terla

pedagang luput W /re@ ini sangat mempengaruhi
h &;{/

pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.

terkadang juga

membuat banyak

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa
standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan,
namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini
sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor
sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam
penerimaan retribusi pasar.

3. Pelaksanaan
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Fungsi pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pelaksanaan. pelaksanaan
merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana
yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan
dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan menggunakan
segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan
sesuai dengan keterangan Bapak Khohar yang mengatakan bahwa Kami
turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses
pemungutan retrlbu5| pasar juga memberlkan arahan kepada para kolektor

agar menjalankan tugasnya dengan balk dan bertanggungjawab

"ub' an menurut ﬁ pala UiT di s__.et_lab _:a_ Jigalii@P harinya terjun
: .'.' ..~’{.:._..I,/:..
lektoraba ah melaksanakan
tugasnya atau bw 2 d/a@iapa yang kinerjanya bagus,
90 dipa

dan siapa yang setengah-setengah.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar
Lampung dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bina Pasar
bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar
Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung para
wajib retribusi, dengan memberikan Kkarcis, sehingga wajib retribusi tidak
perlu susah-susah mendatangi kami. Kemudian menurut kolektor pemungut

retribusi mengatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi
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sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi,
dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam Kkarcis.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan  bahwa
Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi
kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus Kita
bayar, dan pembayarannya pun sudah sesuai dengan fasilitas yang
diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode
pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis

kepada wajib retrlbu5| sehlngga Wajlb retrlbu5| tldak perlu repot mendatangi

pos pemungutan retrlbu3| Dan dengan menggunakan karcis diharapkan

Perdagangan.
Dan dapat disimpulkan:\. l:;éhwa pelaksanaan pemungutan retribusi
pasar dari Dinas Perdagangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan
memberikan arahan tugas kepada petugas pemungut retribusi.
4. Pengawasan
Pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas
Perdagangan vyaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat

dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya
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dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan
retribusi.

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai
langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah
sesuai dengan Kketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka
ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi  keberhasilan
pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar
Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan
menekan seminimal mungkin terjadiny_a penyi\r_npangan-penyimpangan serta

kesalahan ..-'-lainnya ya'ng 'mUn'gki_r'J---biaéé-"terjadia'. Sebab dalam pengelolaan
| ] |

i pasar tanpa dﬁkukan Sengawasan ma i
kesul alam menguk Ilas / ilakSanakan oleh para
petugas yang mem .\m@si pasar.

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya

kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan
retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan
penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan dua bentuk
pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT (unit pelaksana teknis)
dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan.
Bentuk pengawasan yang pertama yaitu pengawasan langsung yang

dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPT Pasar di Kota Bandar Lampung
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yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan
kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar,
seperti yang dijelasakan oleh Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak
Fauzi bahwa setiap hari pasar Beliau turun kelapangan, baik pagi ataupun
sore, karena itu merupakan tugas Beliau selaku kepala pasar, dan
memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnhya sesuai dengan
prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah
membayar kewajibannya.

Selain itu Beliau menambahkan bahwa untuk melakukan pengawasan
kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis

setiap selgsai pemungutan retrlbu3| pasar hal [ini, dilakukan agar bisa
| |

Ul \kolektor yang Iakukan
oran pumunguk ! \
Berdasarkanw ANC _wulis menyimpulkan bahwa

Kepala UPT Pasar sebagai penaggung jawab penerimaan retribusi pasar

sa dilihat dari

setiap hari turun Kkelapangan mengawasi para personilnya dalam
melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan,
penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat
menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar
Lampung.

Bentuk pengawasan kedua yang diterapan dinasa Perdagangan Kota
Bandar Lampung yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan

tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada
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atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah
bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan yang mengatakan
bahwa Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan
retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi
pertiga bulan dan pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses
penerimaan pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting
pengawasan terhadap karcis perbulannya. Beliau menambahkan bahwa
Kami dari dinas perdagangan - secara rutin turun langsung untuk
mengevaluasi keglatan pemungutan retrlbu5| tersebut sehingga kami tau apa

saja kendala atau kekurangan yang dlhadapl 'y
o =

‘|
|
'

Sgn@an ‘kegiatan enjiw an pada dasarn' payakan untuk
A .\“-"’.\.\:A " N 1 p ; /
meni kan"“‘p’éng_rirh'aéé éi&usnya pada ret@usi pasar, sehingga

dengan upaya m /eg/\ awasan terhadap mekanisme

pelaksanaan pemungutan retrlbu3| pasar diharapkan mampu mencapai target

yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan  keseluruhan hasil wawancara di atas penulis
menyimpulkan bahwa untuk pegawasan yang dilakukan oleh Dinas
Perdagangan maupun UPT Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak
langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada
penyesuaian data antara data yang dimiliki UPT Pasar dimasing-masing

pasar dengan Data di Dinas Perdagangan mengenai jumlah los/kios,
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pelataran sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target
dan pencapaian target atau realisasi.
Tabel 3

Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Bandar Lampung

Tahun PAD Kota Bandar Retribusi Pasar Kota | Persentase

Lampung Bandar Lampung Kontribusi

2013 Rp. 360.214.523.011 Rp. 1.620.700.000 0,45 %

2014 Rp. 394.646.889.446 Rp. 1.732.852.000 0,44 %

2015 Rp. 397.547.326.856,39 | Rp. 1.884.845.000 0.47 %

2016 Rp. 483.379.398.028 Rp. 1.783.527.000 0,37 %

Sumber: Dina's"Perdagahgan Kota B'"andar'Lampung, Data diolah.
Data di. atas menunjukan kontrlbu3| retrlbu3| pasar terhadap pendapatan

'h\ tergolong szﬁ i Nenglngat retn sar salah satu

|busrdaerah jumlah pasar tradlswnal di Bandar Lampung

yaitu 31 pasar, n%ﬁ"}’(\ elola oleh Dinas perdagangan

Kota Bandar Lampung. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan

retribusi pasar sehingga berpengaruh dengan jumlah penerimaan retribusi
pasar terhadap pendapatan asli daerah.

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsi
pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan
dan pengawasan. Tidak tercapainya target retribusi pasar dikarenakan
berbagai kendala diantaranya penunggakan pembayaran retribusi pasar oleh
pedagang sebagai wajib retribusi karena berbagai alasan, faktor cuaca, hari

raya dan revitalisasi pasar.
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B. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Perdagangan Kota Bandar
Lampung

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan
secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara
transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada
yang harus ditutup-tutupi.

Dalam ekonomi Islam tarif retribusi pasar adalah termasuk ljarah artinya
pasar sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti

bahwa kepentlngan masyarakat banyak harus dldahulukan dan pemerintah

mempunyai hak mengelola serta memanfaatkan peluang blsnls tersebut karena

Perenc ,@kan poros dari_akti emen yang sempurna,

begitu pula dengan m M@ndaknya memperhatikan apa

yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu dimasa
mendatang. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Hasyr ayat 18

menyebutkan bahwa:

Ly ).u; ] o 180 .J:d Eul G ool oy Al 18 T ol L@_,L

[\ H )_mAJ\ ] YA u)l‘uu
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk
hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
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Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam
bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat
hasil yang optimal. Oleh Kkarena itu, dalam organisasi perencanaan
merupakan sebuah keniscayaaan atau keharusan segala sesuatu

membutuhkan perencanaan. Seperti dalam hadits Rasulullah saw bersabda,

(U gl o) g5y a5 B 13 OIS Oly asblios OIS0 B azd Loy A Vo | fmiis)\I3|

Artinya: “Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka
pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambilah dan jika
perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.” (HR Ibnul Mubarak)

Dinas Perdagangan tentunya memiliki perencanaan  dalam

menlngkatkan penerlmaan retrlbu5| pasar sepertl haS|I wawancara yaitu

tuaﬁ_target dan pendataan Wajlb retrlbu5| = ,.'

asarkan ayat dahi I As Allah SWT “mefferintahkan bahwa

sesuatu hal di uuhkarr ncana crencanaan yang diterapkan oleh
Dinas Perdagangan tela\\e/st/al Qengan nilai Islam. Karena Dinas

Perdagangan telah menerapkan perencanaan yaitu dengan menentukan

pe

target dan mendata wajib retribusi, tetapi dalam pelaksanaan perencanaan
yang dilakukan Dinas Perdagangan harus diperbaiki dengan selalu mendata
wajib retribusi di masing-masing pasar minimal setiap bulan sehingga data
yang dimiliki Dinas dan UPT terdapat kecocokan atau sama, sehingga target
penerimaan retribusi pasar dapat terealisasi.

Umat muslim dalam ajaran Islam dalam melakukan segala hal harus
dengan cara yang rapi atau terorganisasi sebagaimana yang terdapat dalam

QS. Ash-Shaff ayat 4 yaitu:
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wlas g

[¢ 1 aiall] € Qayﬁum*ismam@u}mwﬂ\umu\
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh”.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perdagangan Kota Bandar
Lampung menerapkan pengorganisasiaan supaya guna meningkatkan
penerimaan retribusi pasar lebih terorganisir dan teratur. Pengorganisasian
yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu dari
sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan petugas pemungut
retribusi pasar atau kolektor dalam setiap pasar telah ditetapkan antara 3-5

orang sesual dengan k:eadaan sehlngga dengan terkoordlnlrnya jumlah

kolektor [dapats memudahkan pekerjaan dan mgal Din

an 'Xugas terhadnalrﬁsmg kolekter

kerja. - _
Hal ini sej Ajara nﬁyana mendorong umatnya untuk

melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini

Perdagangan

emberi standar

dinyatakan dalam surat Ash-Shaff: 4. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang

sangat terkenal yaitu:

sy b U e p L Sk 54

Artinya: “Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi,
bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih teroganisir dengan rapi.”
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Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah,
melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan
secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja.

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah
ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana
siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut dengan
menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan
rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan
dengan jalan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut. Allah SWT

berfirman dalam AI Qur an surat At- Taubah ayat 105:

P o 2

il eh‘— eJ‘ uﬁ_}w; uy-ﬂydb UJNJJ esrlﬂf— &" b 1kl Jay

| 8 2 2 8w gz | @ e
- 27070 T b -

getahui akan yang ghaib

dan yang nya a kamu apa yang telah kamu

kerjakan.”
Pelaksanaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung memiliki sistem

yang memudahkan pedagang dalam membayar retribusi dan juga
berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Bambu
Kuning bahwa petugas kolektor bersikap sopan saat bertugas memungut
retribusi pasar, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yakni Islam mengajarkan
untuk saling menghormati sesama. Tetapi dalam pelaksanaannya
berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang bahwa

petugas kolektor terkadang tidak memungut retribusi kepada pedagang yang
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mengenal kolektor atau memberikan potongan tarif dari yang tertera
dikarcis.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin
bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam Al-Qur’an
menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan
ancaman bagi yang melanggarnya, yakni terdapat pada Al-Qur’at surat At-

Tahrim ayat 6:

.La)&é\S.\LqL@_\k; 35aally Sl ad sy \Juegn\jesm\ \ja i siale Gl Ll

['l );.\.!\]T UJJA}JLAU)M}?AJAHA&U\U}AMYJ\M
Artinya: “Hai orang-orang yang. beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya, malalkat malaikat yang \ kasar, keras, dan tidak

mendurhakal Allah’ terhadap apa yang dlperlngahkan Nya kepada mereka
da eIaIu mengeiyakan apa yang diperintahkan®>

ngawasan yang hyltﬁlgawasan yaﬁg
diri orang yan ang baik. Rasulullah saw

' Wgsrdan smtw
melakukan pengawasan h\b nar menyatu dalm kehidupan. Jika

ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga

gun dari dalam

Rasulullah saw menegurnya.

Dinas Perdagangan telah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang
diperintahkan dalam Islam, Dinas Perdagangan menjalankan pengawasan
dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dari
keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pegawasan
yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun UPT Pasar untuk

pengawasan langsung dan tidak langsung harus lebih maksimal lagi agar
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retribusi pasar dapat mencapai target setiap tahunnya dengan dilakukan
pengawasan dan evaluasi yang rutin. Dan antara semua pihak baik itu antara
Dinas Perdagangan maupun UPT dengan pedagang (wajib retribusi) harus

transparan, karena sesuai dengan prinsip Islam yaitu jujur dan ‘Adl.

BAB V

_ KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesim ulan[

pasar dalam

meningkatka aD agangan Kota Bandar
Lampung dalam pe':" st disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya
target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi
retribusi pasar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Hal ini
disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan
wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh
pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga

realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.
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2. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota
Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan
retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar
berakhlakul karimah tehadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas
retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.
Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki,
sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai dengan Islam yang
selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi
pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi

pasar.

B. Saran

realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah
ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah. pendataan wajib retribusi harus lebih intensif
sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai
target retribusi pasar.

2. Pengelolaan retribusi pasar dimana dalam kegiatan pemungutan retribusi
pasar semua petugas retribusi harus sesuai dengan Islam untuk lebih
berakhlakul karimah saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang

sebagai wajib retribusi.
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Pedoman Wawancara

Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung?
Bagaimana perencanaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung?

. Apakah dasar penetapan target retribusi pasar?

Bagaimana pengorganisasian retribusi pasar yang diterapkan Dinas
Perdagangan Kota Bandar Lampung?

Berapakah Jumlah Petugas Kolektor dlsetlap pasar’)

& > ) f t\

- pelaks%aan rembum <pasar! diterapkan Dinas

?

ungutan retribusi

Bagaimana pengawasan retribusi pasar yang diterapkan Dinas

Perdagangan Kota Bandar Lampung?



Wawancara dengan Petugas Kolektor, Bapak Roni



ARt n-

Wawancara dengan Pedagang Tas, Ibu Santi



Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, Bapak Hairul Fauzi



	COVER SKRIPSI.pdf (p.1-2)
	halaman awal skripsi.pdf (p.3-17)
	bab i-v.pdf (p.18-115)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.116-119)
	lampiran.pdf (p.120-124)

